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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea 

Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan 

Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar 

Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan 

Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pengusaha Tertentu; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk 

Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan 

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan 

Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015; 

16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak 

Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan PER-21/PJ/2014; 

17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis 

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan 

Kegiatan Orang Pribadi; 

18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2019 tentang Tata Cara 

Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PER-09/PJ/2019); dan 

19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Administrasi nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

E. Materi 

1. Pengertian 

a. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. 

b. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan 

memperoleh... 

 









-8- 

 

 

 

e. Tata cara pembuatan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP  dan cetakan kode 

billing sebagai berikut: 

1) Pemberi Kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, yang 

telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP sebagaimana 

dimaksud pada huruf b angka 2) wajib membuat Surat Setoran Pajak atau 

cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 

DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”; 

2) dalam hal Pemberi Kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 

sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), maka proses 

pembuatan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana 

dimaksud pada angka 1) diganti dengan perekaman kode NTPN 

(9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT dan jumlah 

Rupiah sebesar nilai PPh Pasal 21 DTP. 

f. Dalam hal Pemberi Kerja memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a 

angka 1) huruf a), huruf b), atau huruf c), namun Pemberi Kerja telah melakukan 

pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai, 

maka: 

1) Pemberi Kerja dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21; 

2) kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 sebagai akibat pembetulan SPT 

sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat: 

a) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, dalam hal terdapat PPh 

Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif DTP, paling sedikit 

sebesar kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut; atau 

b) diajukan pemindahbukuan atas keseluruhan kelebihan pembayaran PPh 

Pasal 21 dalam hal tidak terdapat PPh Pasal 21 terutang yang tidak 

diberikan insentif DTP, atau atas selisih kelebihan pembayaran PPh 

Pasal 21 dalam hal PPh Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif 

DTP lebih kecil dibandingkan dengan kelebihan pembayaran PPh Pasal 

21 yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP;  

3) dan atas PPh Pasal 21 yang terlanjur dipotong oleh Pemberi Kerja, 

dibayarkan kepada Pegawai. 

g. Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Perusahaan KITE, 

izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin 

PDKB dicabut, insentif PPh Pasal 21 DTP berakhir sampai dengan Masa Pajak 

dilakukannya pencabutan. 

h. Dikecualikan dari pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, dalam hal penghasilan 

yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan PPh Pasal 21 telah 

ditanggung... 

 



-9- 

 

 

 

ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

i. Dalam hal pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan 

pembayaran, maka kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP 

sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dikembalikan. 

3. Tata cara pemberian insentif PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 ditanggung 

Pemerintah (DTP) 

a. Insentif PPh final DTP diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu terhadap PPh final yang terutang atas penghasilan usaha 

sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2018 dengan kriteria: 

1) menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP paling 

lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;  

2) Wajib Pajak mengajukan Surat Keterangan sesuai dengan  

PMK-44/PMK.03/2020 melalui laman www.pajak.go.id; dan 

3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah dimiliki 

paling lambat sebelum penyampaian laporan realisasi sebagaimana 

dimaksud pada angka 1). 

b. Kewajiban penyampaian SPT Masa PPh dianggap telah dipenuhi, jika Wajib 

Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

c. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, 

Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh. 

d. Insentif PPh final DTP diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan 

Masa Pajak September 2020. 

e. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh final DTP yaitu penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 PP 23 Tahun 

2018. 

f. Tata cara pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan 

insentif PPh final DTP sebagai berikut: 

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan secara daring 

(online) melalui laman www.pajak.go.id;  

2) dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman 

www.pajak.go.id Wajib Pajak dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018, sistem aplikasi pada laman 

www.pajak.go.id akan menerbitkan Surat Keterangan dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PMK-44/PMK.03/2020;  

3) dalam... 
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3) dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman 

www.pajak.go.id Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018, sistem aplikasi pada 

laman www.pajak.go.id akan menampilkan notifikasi bahwa Wajib Pajak tidak 

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018; 

4) dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Surat Keterangan baik secara manual 

maupun daring sebelum PMK-44/PMK.03/2020 berlaku, Wajib Pajak harus 

mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan kepada Direktur 

Jenderal secara daring (online) melalui laman www.pajak.go.id untuk dapat 

memanfaatkan insentif PPh final DTP; 

5) dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan Surat Keterangan 

melalui KPP sebelum PMK-44/PMK.03/2020 berlaku, namun belum 

diterbitkan keputusan, maka KPP menginformasikan kepada Wajib Pajak 

untuk melakukan permohonan ulang Surat Keterangan melalui laman 

www.pajak.go.id;  

6) setelah tanggal 30 September 2020, Surat Keterangan yang diterbitkan 

berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 dapat digunakan untuk melaksanakan 

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 

pelaksanaan PP 23 Tahun 2018. 

g. Tata cara konfirmasi Surat Keterangan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak 

sebagai berikut: 

1) Pemotong atau Pemungut Pajak, dalam kedudukannya sebagai pembeli atau 

pengguna jasa, melakukan pemotongan atau pemungutan PPh final 

berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dalam hal: 

a) Wajib Pajak menyerahkan fotokopi Surat Keterangan;  

b) transaksi penjualan atau penyerahan jasa termasuk dalam kelompok 

penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 

2018; dan 

c) transaksi penjualan atau penyerahan jasa termasuk objek pemotongan 

atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum UU PPh. 

2) Saat terutang PPh atas transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut 

berdasarkan PP 23 Tahun 2018 mengikuti ketentuan yang mengatur 

mengenai pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum UU 

PPh. 

3) Sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1), Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan konfirmasi atas 

kebenaran Surat Keterangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak antara lain 

dengan cara: 

a) scan... 
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a) scan barcode; 

b) mengakses laman www.pajak.go.id; atau 

c) menghubungi Kring Pajak. 

4) Dalam hal Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 sesuai hasil 

konfirmasi menyatakan bahwa: 

a) terkonfirmasi, maka Pemotong atau Pemungut Pajak membuat Surat 

Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan 

"PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 

44/PMK.03/2020" dan tidak melakukan pemotongan atau pemungutan 

PPh; atau 

b) tidak terkonfirmasi, maka Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan 

pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh. 

5) Untuk transaksi impor atau pembelian barang, jika Surat Keterangan 

terkonfirmasi Surat Keterangan berfungsi juga sebagai Surat Keterangan 

Bebas. 

6) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf 

a) wajib melaporkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang 

dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS 

PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). 

7) Dalam hal Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada 

angka 6) telah menggunakan aplikasi e-SPT, maka perekaman kode NTPN 

atas Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing PPh final DTP diisi 

dengan kode 9999999999999999 dan jumlah Rupiah sebesar nilai PPh final 

DTP. 

8) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 

Tahun 2018 yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain karena Wajib 

Pajak memanfaatkan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a maka 

kelebihan pembayaran PPh tersebut dapat: 

a) diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak 

terutang oleh Wajib Pajak; atau 

b) diajukan permohonan pemindahbukuan oleh Pemotong atau Pemungut 

Pajak di KPP tempat pembayaran diadministrasikan, ke pembayaran 

pajak Wajib Pajak. 

 

 

 

 

4. Tata... 

 


















































